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ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara Hukum. Untuk menjamin
kelangsungan keseimbangan hubungan antara anggota masyarakat,
diperlukan aturan-aturan hukum yang bertujuan untuk menciptakan
ketertiban dalam masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang.
Walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang, akan tetapi masih
banyak pelanggaran-pelangaran yang dilakukan oleh lapisan-lapisan
masyarakat. Apalagi jika tidak ada peraturan hukum. Termasuk
fenomena pergantian kelamin. Seiring perkembangan teknologi dan
perkembangan zaman, banyak orang melakukan operasi ganti kelamin
baik untuk kepentingan kesehatan ataupun hanya mengikuti trend
menyebabkan pro dan kontra diantara masyarakat dalam menyikapi
pergantian kelamin dikarenakan belum adanya hukum yang mengatur
khusus tentang diperbolehkan atau tidaknya berganti kelamin. Akan
tetapi, walaupun terjadi kekosongan hukum, berdasarkan Pasal 10 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, hakim tidak boleh menolak perkara yang masuk ke
pengadilan. Lantas, bagaimana hakim menggunakan hukum dalam
mempertimbangkan putusannya?

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research)
dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama.
Kerangka teoritik yang digunakan adalah teori pertimbangan hakim
meliputi teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori kemanfaatan.
Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu
cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun belum ada
aturan hukum yang khusus mengenai pergantian kelamin tetapi hakim
harus bisa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum.
Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mengabulkan
permohonan pergantian kelamin hanya mempertimbangkan hukum
positif saja, sedangkan hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam
mengabulkan  permohonan  pergantian  kelamin tidak hanya
mempertimbangkan hukum positif saja akan tetapi juga menggunakan
hukum Islam dan fatwa-fatwa MUI. Dalam konteks maslahah, baik
hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta maupun hakim Pengadilan
Negeri Boyolali, keduanya mempertimbangkan masalahah atau



manfaat bagi pemohon berganti kelamin. Adapun permohonan
pergantian kelamin di pengadilan ternyata dimohonkan setelah operasi
kelamin dilakukan sehingga fungsi pengadilan hanya sebagai legalitas
formal terhadap praktik pergantian kelamin. Seharusnya jika hukum
mempunyai fungsi sebagai rekayasa agar perilaku warga tertib dan
sesuai dengan nilai guna kesehatan, maka fungsi pengadilan bisa
melakukan penilaian apakah pergantian kelamin secara hukum itu bisa
diterima atau tidak.

Kata Kunci : Ganti Kelamin, Hukum, Pertimbangan Hakim.



ABSTRACT

Indonesia is a legal state. To ensure the continuity of the
balance of relations between the citizen, legal rules are needed that
aim to create order within the community as stipulated in the Law.
Although it has been regulated in the Law, there are still many
violations carried out by layers of society. Especially if there are no
legal regulations. Including the phenomenon of transsexual. Along with
the development of technology and the times, many people carrying out
sex reassignment operations for the sake of health or just follow the
trend causing pro and contra among the community in responding to
transsexual due to the absence of laws specifically regulating whether
or not to transsexual. However, even though there is a legal vacuum,
based on Article 10 paragraph (1) of Law Number 48 Year 2009
concerning Judicial Power, the judge may not reject the case that goes
to court. So, how do judges use the law in considering their decisions?

This type of research is library research by making library
materials as the main data source. The theoretical framework used is
the theory of judges' consideration which includes the theory of legal
certainty, the theory of justice, and the theory of expediency. While the
approach theory used is normative juridical, namely the method used in
legal research conducted by examining existing library materials.

The results of this study indicate that although there are no
specific legal rules regarding transsexual, the judge must be able to
explore, follow, and understand legal values. Yogyakarta District Court
judges in granting transsexual requests only consider positive law,
while Boyolali District Court judges in granting transsexual requests
not only consider positive law but also use Islamic law and MUI
fatwa’s. In the context of Maslahah, both Yogyakarta District Court
judges and Boyolali District Court judges, both considered problems or
benefits for applicants to transsexual. As for the transsexual request in
the court it turned out to be requested after the sex operation was
carried out so that the function of the court was only as a formal
legality towards the practice of transsexual. Supposedly if the law has a
function as an engineering so that the behavior of citizens is orderly
and in accordance with the value of health, then the function of the
court can assess whether the transsexual is legally acceptable or not.

Keywords: Transsexual, Law, Consideration Of The Judge.
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D. Vokal pendek
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah
mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena
berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa
seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus
dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan
kepatuhan pada kaedah-kaedah hukum.! Untuk menjamin
kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota
masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas
kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat. Untuk
menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung
terus dan dapat diterima oleh selurun masyarakat, maka
peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh
bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.
Dengan demikian, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian
hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan
pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.’

Hukum mempunyai tujuan pokok yaitu menciptakan
tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan
keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam

1

Sudikno Mertokusuma, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty
Yogyakarta, 1996), him. 39.

> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum
Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), him. 36.
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masyarakat, maka kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam
mencapai tujuannya tersebut, hukum bertugas membagi hak dan
kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi
wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta
memelihara kepastian hukum.?

Akan tetapi, walaupun sudah ada hukum yang mengatur
masih banyak lapisan-lapisan masyarakat yang melakukan
pelanggaran. Dimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata dikenal
dengan perbuatan melawan hukum yang memuat ketentuan
sebagai berikut: “Setiap perbuatan melanggar hukum yang
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang
arena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut.” Perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan melalui
jalur pengadilan atau luar pengadilan.

Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan,
hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya
persidangan saja, sehingga para pihak yang berperkara menaati
aturan main sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan
hukum acara. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahkan
berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau
materiil yang akan diterapkan atau di toepassing perkara yang

disengketakan para pihak.*

%Ibid, him. 64.

* M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika,
2008), him. 820.
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Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakimanyang berbunyi® “Pengadilan
dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada
atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya.” Dan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
yang berbunyi® “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dari itu hakim harus
memeriksa, wajib mencari dan menemukan hukum objektif dan
materiil yang akan diterapkan untuk menyelesaikan sengketa
terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Dan dalam
penyelesaian sengketa, hakim tidak boleh berdasarkan pada
perasaan atau pendapat subjektif hakim sendiri tetapi harus
berdasarkan hukum objektif atau materiil yang hidup dalam
masyarakat.’

Para hakim bukanlah legislator, karena tugasnya adalah
melakukan = ajudikasi ~ (ajudication) atau memeriksa dan
mengadili. Tugas dalam membuat undang-undang itu ada dalam
ranah legislasi. Kendati demikian pada akhirnya hakimlah yang

menentukan apa yang dikehendaki oleh undang-undang itu.

® pasal 10 ayat (1).
® pasal 28 ayat (1).
" M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, him. 821.



4

Hakim memang harus memutus berdasarkan hukum, tetapi
sesungguhnya ia tidak hanya mengeja teks undang-undang,
melainkan memutuskan apa yang tersimpan dalam teks tersebut.
Seperti yang dikatakan oleh Dworkin, memutuskan hukum itu
tidak dilakukan dengan membaca teks (textual reading),
melainkan menggali moral dibelakangnya (moral reading).
Dengan demikian, hakim juga sesungguhnya membuat hukum
pada tingkatan yang lebih tinggi.?

Menurut adagium curia novit jus, hakim dianggap tahu dan
memahami segala hukum. Dengan demikian, hakim berwenang
menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan
(toepassing) sesuai dengan materi pokok perkara yang
menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara
dalam konkreto.? Adagium curia novit jus pada dasarnya hanya
teori dan asumsi. Dalam kenyataannya anggapan itu keliru,
karena bagaimanapun luasnya pengalaman seorang hakim, tidak
mungkin mengetahui segala hukum vyang begitu luas dan
kompleks. Namun, adagium itu sengaja dikedepankan untuk
mengokohkan fungsi dan kewajiban hakim agar benar-benar
mengadili perkara yang diperiksanya berdasarkan hukum, bukan

di luar hukum.*®

8 Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2012), him. 4.

% R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta:
Pradnya Paramita, 1993), him. 83.

10'M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, him. 821.
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Salah satu kasus praktik peradilan di Indonesia yang mana
hakim harus menemukan hukum baru adalah kasus Thio Wi Kun
dalam permohonan pergantian kelamin di Pengadilan Negeri
Yogyakarta dan Nuri Wiyarti dalam permohonan pergantian
kelamin di Pengadilan Negeri Boyolali. Dalam penetapan
permohonan pergantian kelamin di  Pengadilan  Negeri
Yogyakarta ada yang janggal. Karena pemohon tidak mempunyai
cacat kelamin yang mengharuskan melakukan operasi perbaikan
kelamin. Sedangkan kasus yang di Pengadilan Negeri Boyolali
anak pemohon menderita cacat kelamin atau mempunyai alat
kelamin ganda. Kasus ini membuka kotak pandora kelemahan
hukum dalam mengadopsi apa yang terjadi dalam masyarakat,
khususnya pergantian kelamin. Kasus ini ditinjau dari segi
hukumnya merupakan sesuatu yang sangat besar pengaruhnya
terhadap perkembangan masyarakat, karena peristiwa pergantian
kelamin ini merupakan persoalan baru atau persoalan yang cukup
kontroversi dalam masyarakat dan belum diatur oleh undang-
undang. Padahal eksistensi tentang pengaturan pergantian
kelamin sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Kekosongan
hukum tersebut menyebabkan dunia peradilan Indonesia
membutuhkan pijakan hukum bagi hakim. Undang-undang hanya
mengenal istilah laki-laki atau perempuan. Kepentingan
persoalan hukum muncul setelah adanya perkembangan di bidang
ilmu kedokteran yang disebut operasi kelamin.

Pada umumnya Tuhan menciptakan manusia sebagai

makhluk hidup terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan
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perempuan. Laki-laki mempunyai alat kelamin yang disebut penis
dan perempuan dengan vagina dan mempunyai payudara. Akan
tetapi, dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman dan
perkembangan teknologi, banyak orang-orang yang melakukan
operasi ganti kelamin. Baik untuk memenuhi kepentingan
kesehatan atau hawa nafsu dan trend masa kini.

Kasus seperti ini masih menjadi kontroversi dalam
masyarakat karena melakukan operasi pergantian kelamin sama
saja tidak mensyukuri nikmat yang sudah diberi oleh Tuhan.
Disisi lain juga, tidak adanya hukum yang mengatur secara jelas
tentang diperbolehkan atau tidaknya melakukan operasi ganti
kelamin. Akan tetapi, pergantian kelamin disinggung sebagai
peristiwa penting lainnya dalam Undang-undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah
diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) pada Pasal 56 ayat
(1). Yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” dalam
penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk yaitu “peristiwa yang
ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi
Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. !

Dengan demikian penyusun tertarik untuk melakukan
penelitian dalam bentuk sebuah penulisan skripsi dengan judul
“PERTIMBANGAN HUKUM PERGANTIAN KELAMIN (STUDI

1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(UU Adminduk).
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PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NO.
517/pdt.P/2012/PN. Yk DAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
BOYOLALI NO. 54/pdt.P/2015/PN.Byl)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, dapat

dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai
berikut:

1.

Bagaimanakah tinjauan hukum pertimbangan hakim dalam
menetapkan permohonan pergantian kelamin pada Penetapan
Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 517/pdt.P/2012/PN.Yk
dan  Penetapan  Pengadilan  Negeri Boyolali  No.
54/pdt.P/2015/PN.Byl?

Apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan atau
mengabulkan permohonan pergantian kelamin mengutamakan

maslahah bagi pemohon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah

sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan
Hakim dalam menetapkan atau mengabulkan permohonan
pergantian kelamin pada Penetapan Pengadilan Negeri
Yogyakarta No. 517/pdt.P/2012/PN.Yk dan Penetapan
Pengadilan Negeri Boyolali No. 54/pdt.P/2015/PN.Byl.

Untuk mengetahui apa saja konteks maslahah yang digunakan

hakim dalam menetapkan permohonan pergantian kelamin



pada Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.
517/pdt.P/2012/PN.Yk dan Penetapan Pengadilan Negeri
Boyolali No. 54/pdt.P/2015/PN.Byl.

Dalam penelitian ini, adapun kegunaan yang hendak
dicapai dapat dibagi menjadi dua aspek, yakni:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta
bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan memberi
sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum
pada umumnya dan memberikan informasi mengenai
pertimbangan Hakim dalam menetapkan atau mengabulkan
permohonan pergantian kelamin.

2. Secara praktis, menambah wawasan bagi para pembaca dan
masukan bagi Hakim dalam mempertimbangan penetapan
permohonan pergantian kelamin guna menciptakan dan

menerapkan suatu penetapan yang adil.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dibuat untuk menghindari kemungkinan
terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang sudah ada
sebelumnya, penulis telah melakukan kajian pustaka terkait tema
yang sedang dikaji. Telaah pustaka dilakukan terhadap karya
yang ada di UIN Sunan Kalijaga dan di luar UIN Sunan Kalijaga.

Skripsi Qoiriah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam
Tentang Operasi Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai di
Pondok Pesantren Al-Ishlah Nahdhotul Muslimin Desa Karya

Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Oku Induk
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Provinsi Sumatera Selatan”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa ada
tiga istilah atau bentuk operasi kelamin dalam dunia kedokteran,
yakni operasi perbaikan kelamin atau penyempurnaan kelamin,
operasi penyesuaian kelamin atau operasi memperjelas salah satu
jenis organ kelamin, dan operasi penggantian jenis kelamin.Para
kyai di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin
memberikan hukum boleh (mubah) untuk operasi kelamin yang
tujuannya untuk perbaikan atau penyesuaian atau memperjelas
salah satu kelamin (yang dalam hal ini dipilih organ kelamin yang
lebih dominan), dan hukum haram untuk pelaku operasi
penggantian kelamin yang memiliki kelamin normal dan tidak
ada kecacatan yang tampak dari padanya.*?

Skripsi Muflika Nur Hajar Aswad dengan judul “Kajian
Yuridis Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri tentang
Penetapan Status Kelamin Seseorang yang Berkelamin Ganda”.
Skripsi ini membahas tentang dasar hukum yang digunakan
hakim yakni 2 (dua) alat bukti, hakim juga dibantu oleh
keterangan ahli untuk memberikan kepada hakim tentang
pengetahuan yang lebih mendalam tentang hal-hal konkrit yang

berkaitan dengan perkara yang diadili oleh hakim itu seperti ahli

12 Skripsi Qoiriah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Kelamin
Menurut Pendapat Para Kyai di Pondok Pesantren Al-Ishlah Nahdhotul
Muslimin Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Oku
Induk Provinsi Sumatera Selatan” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga, 2012.
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medis maupun psikolog untuk memberikan keterangan yang
berkaitan dengan Ambiguous genetalia.®

Skripsi Reni Asmawati dengan judul “Hukum dan
Pergantian Kelamin: Studi Tentang Pertimbangan Hakim dalam
Penetapan  Pengadilan”.  Skripsi ini menghasilkan dan
menyimpulkan bahwa dalam menentukan jenis kelamin
seseorang harus mempertimbangkan 5 aspek. Hakim dalam
penetapan PN Boyolali dan PN Yogyakarta sama-sama
mempertimbangkan 2 aspek.**

Skripsi Fagih Rizaldi dengan judul “Pertimbangan Hakim
Dalam Mengabulkan Permohonan Pelaku Ganti Jenis Kelamin
(Non Hermaprodit) Ditinjau Hukum Islam dan HAM”. Skripsi ini
menghasilkan bahwa dengan memahami tujuan syari’ah dan
meninjau pendapat para Ulama serta prinsip dan perundang-
undangan HAM akan menentukan boleh tidaknya operasi ganti
kelamin.™

Skripsi  Yondri Isral dengan judul “Kajian Yuridis
Mengenai Operasi Pergantian Kelamin dalam Perspektif Hukum

Positif Indonesia”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa operasi

BSkripsi Muflika Nur Hajar Aswad, “Kajian Yuridis Terhadap
Keputusan Pengadilan Negeri tentang Penetapan Status Kelamin Seseorang
yang Berkelamin Ganda” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alaudin
Makassar, 2016.

YSkripsi Reni Asmawati, “Hukum dan Pergantian Kelamin: Studi
Tentang Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan” Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

Faqih Rizaldi “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan
Permohonan Pelaku Ganti Jenis Kelamin (Non Hermaprodit) Ditinjau Hukum
Islam dan HAM”Skripsi Fakultas Agama Islam dan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang, 2014.
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pergantian jenis kelamin yang dilakukan transeksual adalah
dilarang dan haram hukumnya dalam Islam karena dianggap

merubah ciptaan Allah.*®

E. Kerangka Teoritik
Kerangka teoritik merupakan kerangka konsep, landasan
teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan
memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan
hipotesis. Penyajian landasan teoritik disajikan dengan pemilihan
satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan
dalam satu bangunan teori yang utuh.*’
Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:
1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim
Dalam memutus putusan atau penetapan, ada teori-teori
yang digunakan oleh Hakim. Adapun perbedaan putusan
dengan penetapan yaitu putusan adalah putusan hakim yang
berkekuatan tetap bertujuan untuk menyelesaikan perkara
atau sengketa antara para pihak. Sedangkan penetapan adalah
keputusan pengadilan atas perkara permohonan misalnya
penetapan dalam pergantian nama, dan pergantian kelamin.™®
Ada beberapa teori dasar pertimbangan hakim yaitu:

%Y ondri Isral “Kajian Yuridis Mengenai Operasi Pergantian Kelamin
dalam Perspektif =~ Hukum Positif Indonesia” Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 2015.

17 pedoman teknik penulisan skripsi mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas
Syari’ah Press, 2009), hlm. 4.

8 http://dariuslekalawo.blogspot.com/2015/05/apa-perbedaan-putusan-
dan-penetapan.html?m=1. Diakses pada Jumat, 20 Oktober 2018 Pukul
18.35WIB.



http://dariuslekalawo.blogspot.com/2015/05/apa-perbedaan-putusan-dan-penetapan.html?m=1
http://dariuslekalawo.blogspot.com/2015/05/apa-perbedaan-putusan-dan-penetapan.html?m=1
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a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa
segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus
diberikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat
berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum
pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam
perundang-undangan harus diproses dalam sistem

peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum.

. Teori Keadilan

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan
hukum seorang hakim juga harus memperhatikan teori
keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret
dalam persidangan. Peranan hakim dalam menentukan
suatu  kebenaran melalui proses peradilan tidak lain
adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya
kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan
dan di dalam hubungan tersebut jelaslah apa yang
ditegaskan bahwa untuk -~ menemukan kepastian,
kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak = dalam
apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak
pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan
sampai eksekusinya.

Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila

dalam suatu persidangan hakim memandang perbuatan
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terdakwa bukan karena murni melawan hukum akan tetapi
dari segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan
norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi
hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen
masyarakat merasa keberatan. Jadi sebagai pertimbangan
hakim dengan melihat segi kemanfaatan maka terdakwa
tidak diberikan sanksi akan tetapi hanya diberikan
tindakan rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak

mengulangi perbuatannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan

(library research)®®, yakni penelitian yang menjadikan bahan

pustaka sebagai sumber data utama.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat studi komparatif, yaitu penelitian untuk

membandingkan persamaan dan perbedaan dari data-data

yang diperoleh ‘secara rinci mengenai penetapan Hakim
Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 517/pdt.P/2012/PN.Yk
dan Pengadilan Negeri Boyolali No. 54/Pdt.P/2015/PN.Byl

tentang pergantian kelamin yang kemudian akan dianalisis

dan diambil kesimpulan.

19 Anton Baker, Metode-metode Filsafat, (Jakarta: Gramedia, 1994),

him. 10.
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3.

Pendekatan Penelitian
Jenis pendekatan yang digunakan dalam memahami dan
mendekati obyek penelitian ini menggunakan pendekatan
yuridis normatif. Yang dimaksud pendekatan yuridis
normatif adalah metode atau cara yang digunakan dalam
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka yang ada.?°
Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah
penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum
obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan
penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua
penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan
untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).?
Sumber Data
Hakikatnya penelitian mendasarkan sumber datanya
pada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.
a. Data Primer, meliputi:
1) Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
1992tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik

% Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif

Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2009), him. 13-14.

2l Hardjian Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif:

Bagaimana?”.(Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,
Volume V No. 3 Tahun 2006), him.50.
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Indonesia Tahun1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Nomor. 3495,Pasal 37 ayat (2),

3) Peraturan-Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang
PelaksanaanUndang-Undang Nomor 23  Tahun
2006tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 32
dan 82,

4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 Tentang
Kesehatan

5) Al-Qur’an dan Hadist,

6) Fatwa MUL.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian

yang diambil dari studi kepustakaan. Data sekunder dalam

penelitian ini yaitu Penetapan HakimPengadilan Negeri

Boyolalidan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk
mengumpulkan data primer yang berupa Al-Qur’an dan
Hadist, Fatwa MUI, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan,
Peraturan-Pemerintah  Nomor 37 Tahun 2007, dan data
sekunder yang berupa penetapan hakim Pengadilan Negeri
Boyolali dan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Yang
kemudian dengan cara dicari, di inventariskan, dipelajari,

dianalisa dan disimpulkan oleh Penulis.
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6. Metode Analisis Data
Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam
bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penulis
menggunakan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk
mengumpulkan dan menyusun data, kemudian dilakukan
analisis terhadap data tersebut. Data yang telah terkumpul
selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif,
yaitu menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan
umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan
menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional).
Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana
pertimbangan Hakim dalam menetapkan atau mengabulkan

pergantian kelamin.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penulisan skripsi ini, maka akan
disusun secara sistematis agar mendapatkan hasil penelitian yang
kronologis dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan
dalam penulisan skripsi ini adalah:

BAB | yaitu pendahuluan, yang mana terdiri dari: latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian (jenis penelitian,
sifat penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, analisis
data) dan sistematika pembahasan.

BAB Il yaitu tentang tinjauan umum tentang pergantian
kelamin, meliputi istilah-istilah pergantian kelamin dan

pengertian pergantian kelamin.
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BAB Il yaitu penetapan hakim Pengadilan Negeri
Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Boyolali.

BAB IV Dberisi tentang analisis landasan hukum
pertimbangan hakim dalam menetapkan atau mengabulkan
permohonan pergantian kelamin.

BAB V vyaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran

dari penyusun skripsi.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah
penyusun uraikan pada bab sebelumnya dalam skripsi yang
mengangkat judul “Pertimbangan Hukum Pergantian Kelamin

(Studi  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Yogyakarta No.

517/pdt.P/2012/PN.Yk dan Penetapan Pengadilan Negeri

Boyolali No. 54/Pdt.P/2015/PN.Byl), maka penyusun dapat

memberi kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum permohonan pergantian kelamin
oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan
Negeri Boyolali secara yuridis adalah Pasal 5 ayat (1) dan
Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman. Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,
hakim ~ dalam  mengabulkan  permohonan  kurang
mempertimbangkan aspek medis. Karena berdasarkan
keterangan pemohon, alat bukti, saksi dan saksi ahli, tidak ada
unsur fisik yang sebenarnya  mengharuskan pemohon
berganti - kelamin. Sedangkan pada Pengadilan Negeri
Boyolali, berdasarkan keterangan pemohon, saksi, saksi ahli
dan alat bukti sangat memperlihatkan bahwa anak pemohon
mengalami cacat kelamin yaitu alat kelamin ganda, bukti
pemeriksaan medis pun menyimpulkan bahwa kromosom
anak pemohon lebih mengarah kepada alat kelamin laki-laki.

Selain  itu, hakim  Pengadilan  Negeri  Boyolali

95
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mempertimbangkan hukum islam karena yang sudah jelas
mengatur hukum pergantian kelamin.

Dalam konteks maslahah atau manfaat, pada Penetapan
Pengadilan Negeri Yogyakarta konteks kemaslahatannya
untuk status hak dan kewajiban. Sedangkan Penetapan
Pengadilan Negeri Boyolali kemaslahatan untuk akibat
hukum terkait dengan hukum waris, perubahan identitas data
kependudukan atau data lainnya, dan meningkatkan kwalitas
kesehatan serta untuk menjamin kedudukan/status anak
tersebut kelak di kemudian hari. Konteks kemaslahatannya
ditinjau setelah melakukan operasi ganti kelamin bukan
mempertimbangkan alasan manfaat mengapa pemohon
berganti kelamin.

Pada praktiknya, permohonan pergantian kelamin di
pengadilan ternyata dimohonkan setelah operasi kelamin
dilakukan sehingga fungsi pengadilan hanya sebagai legalitas
formal terhadap praktik pergantian kelamin. Jika hukum
mempunyai fungsi sebagai rekayasa agar perilaku masyarakat
tertib dan sesuai dengan nilai guna kesehatan, norma agama,
etika dan moral, maka seharusnya fungsi pengadilan bisa
melakukan penilaian apakah pergantian kelamin secara
hukum itu bisa diterima atau tidak. Karena hukum bertujuan
menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.
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. Saran

1. Hukum positif dan Hukum Islam perlu ditegakkan bersama-

sama untuk mencapai keseimbangan hidup bernegara dan
beragama.

. Masalah transeksual adalah masalah yang relaif baru yang
akan terus berkembang, maka diperlukan kajian-kajian lebih
mendalam yang melibatkan semua disiplin ilmu. Dengan
demikian, akan bisa diharapkan menghasilkan kebijakan-
kebijakan baru yang lebih tepat.

Karena perkembangan teknologi dan perkembangan zaman
semakin banyak yang ingin operasi berganti kelamin atau
menyempurnakan alat kelamin, dan oleh karena saat ini
belum ada hukum yang mengatur khusus tentang pergantian
kelamin, maka diharapkan segera dibuat hukum atau aturan
baru untuk pergantian kelamin agar tidak terjadi kekosongan
hukum dan tidak menjadi pro dan kontra dalam masyarakat.
Dan agar jelas bagaimana hukum operasi pergantian kelamin
sebenarnya. Apakah pergantian kelamin dilegalkan di
Indonesia. Karena pada prakteknya saat ini permohonan
pergantian kelamin di pengadilan bukan untuk menentukan
diizinkan atau tidaknya berganti kelamin, akan tetapi sudah
dilakukan operasi ganti kelamin, baru kemudian untuk
mengganti semua identitas, mengajukan permohonan

pergantian kelamin di pengadilan.
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Q.S. An-Nisa
(4):119

Aku  (iblis)  pasti  akan
menyesatkan mereka
(manusia), membuai mereka
dengan angan-angan kosong,
dan menyuruh mereka agar
memotong  telinga  hewan
ternak, serta menyuruh mereka
untuk merubah ciptaan Allah.
Dan barang siapa menjadikan
syaitan sebagai pelindungnya
selain Allah, maka ia benar-
benar merugi luar biasa.
Syaitan itu memberi janji-janji
dan  angan-angan  kepada
mereka, padalah syaitan hanya
menjanjikan  tipuan  bagi
mereka.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

y0 ' putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 517/Pdt.Pi2012/PN YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan seperti terurai
di bawah ini atas permohonan

dari:

THIO WI KUN, Umur 33 tahun , tanggal lahir 26 Juli 1979 , Alamat J1
Argolobang No 20 Baciro Rt 27, Rw 07 Kecamatan Gondokusuman Kota
Yogyakarta . Berdasarkan surat Kuasa tertanggal 1 September 2012
memberi kuasa kepada: 1. RINA IMAWATI, SH, 2. SILA TRI
HASTANA, AH, 3. SETYOKO, SH kesemuanya Advokat dan asisten
Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Mediator Ria & Yoko
dan rekan yang beralamat di Jalan Polowijan No 21 A Kadipaten Kraton

Yogyakarta Telo/fax

0274-383865 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mendata berkas surat-surat yang diajukan Pemohon;--

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;----==---==---==-=---
Tentang Kejadiannya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4

September 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dibawah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahiamah Agung Repubik indonesia berusaha urtuk selsiu mencanturmian informasi paling kini dan akurat setagai Agung rtabilte peradion. )

Dalam hal Anda kan nakurasi pacta situs ini atay seharusnya ada, namun belum tersedis, maka harap segera hubungi Kepaniteraan M ahkarmah Agung Ri mela
Email: kepanteraan@mahkamahagung. go.Jd
Tep: 021-384 3048 (ext318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
register No. 517/Pdt.P/2012/PN Yk tanggal 7 September 2012 telah mengirimkan

permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;--------------------——-
1. Bahwa Pemohon terlahir di Denpasar , pada tanggal 26 Juli 1979 dengan jenis
kelamin laki — laki , sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 9 /1979 yang

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung

tertanggal 29 Juli 1979;
2. Bahwa sampai dengan dewasa Pemohon tetap berjenis kelamin laki-laki;-------
3. Bahwa karena sikap dan perilaku sehari-hari Pemohon menunjukkan dan
sikap perempuan , maka kemudian Pemohon berkeinginan untuk melakukan

operasi ganti kelamin dri laki-laki ke perempuan;

4. Bahwa untuk memantapkan langkah Pemohon, Pemohon melakukan evaluasi
psikologi di Rumah Sakit Jiwa Grasia pada tanggal 12 April 2012 yang
hasilnya sebagaimana surat evaluasi psikologi yang dikeluarkan Rumah Sakit

yang bersangkutan pada tanggal 12 April 2012;

5. Bahwa kemudian untuk memenuhi kebutuhan Pemohon guna melengkapi
persyaratan operasi medis penggantian kelamin, maka Rumah Sakit Grasia

mengeluarkan medical statment nomor 55/ SKD/ 2012 , yang dikeluarkan

tanggal 12 April 2012 ;
6. Bahwa kemudian Pemohon juga melakukan test psikologi yang kedua di
rumah sakit yang pada tanggal 16 April 2012, yang mana dalam surat
keterangan dokter nomor 55 / SKD/ 2012, tertanggal 16 April 2012 yang
isinya menyatakan : tidak ada tanda tanda gangguan jiwa berat;------------------
7. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei
2012 Pemohon melakukan operasi ganti kelamin dari laki-laki menjadi
perempuan di rumah sakit Bangpakok 9 International ( Bangpakok 9

International Hospital ) Bangkok Thailand;

Discizimer
Agung Repubiik nconesia berusaha urtuk selalu rrercantumien informasi paing ini den akurat sebaga bent A i, kurtabit
Dafam hal Anda menemukan inakurasi informasiyang termust pada situs In atau informasi yang seharusnya ads, namun , maka harap segera hubu hiarah Agung R relalli

Email: kepanReraan@mantarmahagurg.go i
Tef: 021-364 3348 (ex1.318) Halaman 2



. Direktari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35 putusan.mahkamahagung.go.id

= 8. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita nomor 1 diatas dalam dokumen

kependudukan  yaitu = Akte  Kelahiran  berjenis  kelamin  laki-

9. Bahwa berdasarkan pasal 77 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan , tidak seorangpun dapat merubah / mengganti / menambah

identitasnya tanpa ijin Pengadilan;
10. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat berkepentingan mendapatkan

pengesahan Pengadilan mengenai perubahan data Akta Kelahiran , yaitn

Perubahan jenis kelamin dari Laki — Laki menjadi Perempuan; -------------------
11. Bahwa dengan dokumen —dokumen yang ada , Pemohon berpendapat cukup

memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan ini;---------------------------——-
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang
Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk berkenan
memeriksa dan mengadili serta memberikan Putusan sebagai berikut :
PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-------------

2. Menyatakan sah secara hukum penggantian identitas jenis kelamin

pemohon dari Laki — Laki menjadi Perempuan;

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Badung untuk memperbaiki / merobah Kutipan Akta Kelahiran No
9 /1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah
Tingkat II Badung tertanggal 29 Juli 1979 kata Laki-laki menjadi

Perempuan;

4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;.

SUBSIDAIR

Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Disciaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Repubik indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paiing kini dan akurat sebagai Agung 3 réabiite | peraciign.
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Tep: 021-384 3048 (ext318) Halaman 3



Direktari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon

datang menghadap didampingi kuasanya.
Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon

menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon
mengajukan bukti surat berupa :
1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 9 / 1979 yang dikeluarkan oleh

Catatan Sipil Kabupaten Badung di Denpasar, tertanggal 29 Juli 1979,

diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No 347103/120607/0340, yang dikeluarkan

oleh Kecamatan Gondokusuman , Kota Yogyakarta tertanggal 12 Juni

2007, diberi tanda bukti P-2;

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Yogyakarta, NIK
3471032607790002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-3;--------------=--=--=-

4. Foto copy Psychological Evaluation atas nama Thio Wi Kun , yang
dikeluarkan Psikolog Drs Sumaryanto Psi dari Rumah Sakit Jiwa
Grasia  tertanggal 12 April 2012, diberi tanda  bukti
e

5. Foto copy MMPI-2-RF Report yang dikeluarkan oleh Dr Sulasmi Sp Kj

dari Rumah Sakit Jiwa Grasia , tertanggal 12 April 2012, diberi tanda

bukti P-5;
6. Foto Copy Medical Statement No 55 / SKD/ IV/ 2012 yang dikeluarkkan

oleh Dr Sulasmi Sp Kj dari Rumah Sakit Jiwa Grasia , tertanggal 12 April

2012, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy surat keterangan dokter ,No 55 / SKD/ IV/ 2012 yang

dikeluarkkan oleh Dr Sulasmi Sp Kj dari Rumah Sakit Jiwa Grasia ,

Disclaimer
Agung Republi fndonesia berusaha urtuk selsiu mencaniumkan informasi palng Kinidan skurat sebagal bent A il artabitt
Dalam hal Anda menerukan nakuras informasi yang tetmuat pad situs inl atau Informasi yang seharusny ads, namun , mala harap segera hub hikamah Agung Ri melalii
Emait: kepanteraan@rmaikamahagung.go.id
Teb: 021-384 3048 (ext.318) Halaman 4
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= tertanggal 12 April 2012,( Versi bahasa Indonesia dari bukti surat dengan

kode P-5), diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy medical Certificate yang dilampiri Medical Report yang
dikeluarkan oleh Bangpakok 9 International Hospital, Thailand |,

tertanggal 11 Mei 2012, diberi tanda bukti

P-8;
Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan
saksi - saksi, saksi ahli yang masing-masing diperiksa dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WANDA HARI CRISNANDI;( dibawah sumpah menerangkan
)

¢ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman sejak tahun 1999;-------

e Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon, kondisi Pemohon sudah

menunjukkan tanda tanda Perempuan;

e Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon, pakaian yang dipakai Pemohon
Pakaian perempuan dan ciri —ciri Pemohon sebagai Perempuan sudah ada

Payudaranya;

® Bahwa saksi melihat Pemohon sebagai Perempuan dari luarnya saja tidak

sampai ke dalam — dalamnya;
e Bahwa sejak pertama saksi kenal dengan Pemohon , saksi sudah
mendengar dari Pemohon, bahwa ia ingin operasi Kelamin ;------=---=-------
e Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon melakukan operasi Kelamin pada
bulan Juli tahun 2012 di Thailand tetapi saksi tidak melihat hasilnya; -------

e Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pemohon memilih operasi kelamin di

Thailand;
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e Bahwa menurut keterangan Pemohon , Pemohon operasi kelamin dari

laki-laki menjadi

perempuan;

e Bahwa menurut keterangan Pemohon, setelah operasi ganti kelamin dari
laki-laki menjadi Perempuan, itu bisa berfungsi sebagai Perempuan;--------

® Bahwa saksi pulang operesi dari Thailand sekitar bulan Juli atau Agustus
tahun

2012;

e Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mempunyai teman dekat berjenis

kelamin laki-laki dan sampai sekarang masih berhubungan;

2. Saksi LINDA ASMA’UL HUSNA; dibawah sumpah menerangkan;

* Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2005, karena saksi

sebagai Castemer di Salon milik Pemohor;
e Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon, dari luvar Pemohon sudah

mempunyai ciri — ciri sebagal Perempuan , tetapi dalamnya saksi tidak

tahu;
o Bahwa saksi pernah mendengar , bahwa Pemohon mau melakukan operasi
kelamnin, dan 2 bulan terakhir saksi dengar Pemohon sudah melakukan

operasi tersebut;

e Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mempunyai kekasih seorang laki-

laki;

o Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Pemohon antara lain Papa dan mama
Pemohon, sudah mengetahui dan menyetujui kalau Pemohon ganti
kelamin dari laki-laki menjadi Perempuan; terbukti pada saat Mama dan

Papa Pemohon datang ke Yogyakarta, dan saksi sempat bertemu, mama
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= dan Papa Pemohon melihat Pemohon mengenakan pakaian perempuan

mereka diam saja;

3 Saksi Drs SUMARYANTO ( saksi ahli );

e Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
e Bahwa sepengetahuan saksi , Pemohon pernah datang ke RS Jiwa Grasia
mengajukan Permohonan secara tertulis bahwa dia sebagai Pasien untuk
evaluasi Psikologi dan perubahan status dari laki-laki menjadi Perempuan;
e Bahwa kemudian untuk memenuhi kebutuhan Pemohon guna melengkapi
persyaratan operasi medis penggantian kelamin, maka RS Jiwa Grasia

mengeluarkan Medical statment dan pada intinya kejiwaan Pemohon

stabil;
e Bahwa sepengetahuan saksi, perubahan status dari laki-laki menjadi
perempuan tersebut, setelah operasi fungsi vagina sebagai perempuan dan
sepengetahuan saksi vagina tetap berminyak dan dapat berfungsi sebagai

perempuan;

e Bahwa saksi juga menerangkan kepada Pemohon, operasi pergantian
kelamin itu hanya bisa dilakukan satu kali, jadi setelah operasi kelamin
dari laki-laki ke Perempuan sudah tidak bisa dikembalikan menjadi laki-
laki lagi, begitn pula sebaliknya, dan atas keterangan saksi tersebut
Pemohon mengerti dan tetap pada pendiriannya yaitu Pemohon tetap siap
untuk ganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan;-------=-=--=-----------

e Bahwa dari hasil tes status pribadi , emosi tersebut menurut saksi

Pemohon layak untuk ganti kelamin;

e Bahwa secara psikologis, dan emosional pemohon mampu j-----------------
o Bahwa saksi juga bertanggung jawab atas perubahan status Pemohon dari

laki — laki menjadi perempuan baik secara medis maupun manusiawi;------

Disciaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Repubik indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paiing kini dan akurat sebagai Agung 3 réabiite | peraciign.
Dalam hal Anda kan nakurasi pacta situs ini atay seharusnya ada, namun belum tersedis, maka harap segera hubungi Kepaniteraan M ahkarmah Agung Ri mela

Email: kepanteraan@mahkamahagung. go.Jd

Tep: 021-384 3048 (ext318) Halaman 7

VI



Direkteri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
e Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi membuat pengantar dalam bahasa

Inggris , ke pada dokter di Thailand untuk menindak lanjuti operasi

tersebut ;
Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Pemohon
sendiri yang pada pokoknya

menerangkan :

* Bahwa Pemohon merasa dirinya adalah wanita;-

e Bahwa keluarga Pemohon terutama Papa dan Mamanya setuju dan tidak

keberatan dengan perubahan status Pemohon dari Laki-laki menjadi

Perempuan;
e Bahwa sebelum Pemohon melakukan operasi kelamin dari laki-laki
menjadi Perempuan, Pemohon terlebih daholu minta ijin kepada Papa dan

mamanya;

e Bahwa Pemohon mempunyai seorang kekasih berjenis kelamin laki- laki
yaitu orang Bali yang sekarang tinggal di Yogyakarta;------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu

lagi, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan.

Tahap Pertimbangan Hukum
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing diberi kode bukti P.1s/d P.8

dan 2 orang saksi serta seorang saksi ahli.
Menimbang, bahwa untok mempersingkat waktu dalam penetapan ini
maka mengenai segala kejadian di persidangan perkara permohonan ini dianggap

termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.----
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= Menimbang, bahwa oleh karena perubahan status hukum dari seorang
laki-laki menjadi perempuan belum ada pengaturannya dalam hukum, namun
mengingat perkembangan ilmun pengetahuan dan teknologi semakin pesat
khususnya dalam bidang ilmu kedokteran serta peradaban dunia yang semakin
maju, maka dalam merespon hal tersebut Pengadilan berkewajiban menggali,
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa Keadilan yang hidup dalam
masyarakat, guna “menemukan hukum-hukum’nya, sepanjang tidak bertentangan
dengan hukum, kesusilaan dan kepatutan serta betul-betul didukung oleh alasan

dan kepentingan hukum yang kuat.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut menerangkan

bahwa Pemohon ciri — ciri fisik dan perilaku sebagai wanita, yang sebelumnya

Pemohon adalah seorang laki-laki;
Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut telah mendengar
keinginan Pemohon untuk merubah statusnya dari laki laki menjadi Perempuan

yang akan operasi di Thailand;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon berangkat ke Thailand telah
konsultasi dengan Rumah Sakit Jiwa Grasia dimana Pemohon berhubungan
dengan petugas yang berkopenten untuk masalah tersebut yaitu Drs Sumaryanto,
dimana Drs Sumaryanto menerangkan bahwa karekter dan ciri-ciri Pemohon
stabil tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa dan dilihat secara lahiriyah
memang Pemohon adalah seorang Perempuan yang mana Rumah Sakit Jiwa
Grasia harus memberikan pengantar secara Psikologis untuk merubah status
Pemohon mengoperasi kelamin Pemohon di Rumah Sakit Bangpakok 9
International Hospitaal ) di Bangkok

thailand,;

Menimbang, bahwa syarat — syarat yang diminta oleh Rumah Sakit

tersebut setelah diteliti oleh Rumah Sakit Jiwa Grasia , maka Rumah Sakit Jiwa
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Grasia merekomendasikan untuk menyetujui status Pemohon dari laki-laki

menjadi Perempuan;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi juga keterangan
Pemohon yang pada pokoknya memang Pemohon merasa dirinya seorang wanita

dan keluarga telah menyetujui, dan Pemohon juga mempunyai seorang kekasih

yang berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat — surat Pemohon telah
dioperasi dan Pemohon berjiwa dan berkarakter Perempuan , maka cukup
beralasan untuk mengabulkan status Pemohon dari Laki-Laki menjadi perempuan
dan tidak ada alasan /larangan ataupun bertentangan dengan Hukum sehingga
Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;------------------=-----eeeee v

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sangat berkepentingan untuk
merubah status hukumnya in casu jenis kelamin dari Laki-laki menjadi Wanita ,
maka dengan melihat rangkaian fakta dan peristiwa tersebut di atas cukup alasan
bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon yakni akan status hak

dan kewajiban hukum Pemohon sebagai perempuan sejak tanggal penetapan

Pengadilan dalam permohonan ini,
Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka

biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat: akan pasal-pasal dari HIR, Hukum Adat serta ketentuan

hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN
1. Menerima dan mengabulkan permohonan
Pemohon; -----=-=-====n-emmemmmmee e
10
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= 2. Menyatakan sah secara hukum penggantian identitas jenis kelamin

pemohon dari Laki - Laki menjadi

Perempuan;

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Badung untuk memperbaiki / merobah Kutipan Akta
Kelahiran No 9 /1979 atas nama THIO WI KUN yang dikeluarkan
oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
tertanggal 29  Juli 1979  kata  Laki-laki = menjadi

Perempuan;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.

195.000,-  ( seratus sembulan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 27 September 2012
, oleh MUHAMMAD NURZAMAN, SH.M.Hum Hakim Pengadilan Negeri
Yogyakarta, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Hakim tersebut dibantu KADARYATI, Panitera Pengganti dan

dihadiri Pemohon dan didampingi oleh Kuasanya;

Panitera Pengganti Hakim,

KADARYATI H. MUHAMMAD NURZAMAN, SH.M.Hum

Biaya-biaya:
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- Pendaftaran perkara : Rp 30.000,-

- BPPPP : Rp. 69.000,-
- Panggilan : Rp. 60.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 5.000,
- Sumpah saksi : Rp 20.000

- Meterai Penetapan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan :Rp. 5.000,- +

- Jumlah : Rp.195.000,-

Seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah
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PENETAPAN
Nomor : 54/Pdt.P/2015/PN Byl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara perdata permohonan

dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam

perkara permohonan atas NAMA :----===-=m===mmmmmmmmm oo oo

1. SUGIMAN, umur 45 tahun/12 Agustus 1970, pekerjaan Karyawan Swasta,
alamat: Borongan Rt.005/ Rw.004, Desa Giriroto, Kecamatan Ngemplak,
Kabupaten Boyolali;

2. SUCIATI, umur, 38 tahun /09 Juni 1977, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat:
Borongan Rt.005/ Rw.004 Desa Giriroto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten
Boyolali

untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai--------------------- PARA PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI Tersebut;--------------=-===nnnnnmmmmmeoeooc oo oo

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan; -
Setelah mendengar keterangan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dalam

persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15
Oktober 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali
di bawah Register Nomor:54/Pdt.P/2015/PN Byl tanggal 15 Oktober 2015 telah

mengajukan permohonan sebagai berikut:
1. Bahwa Para Pemohon (SUGIMAN dan SUCIATI) adalah orang tua kandung
dari anak yang bernama NURI WIYARTI, yang telah menikah secara syah

pada tanggal 6 Juli 1996 di Kantor Urusan Agama Wonosari, Klaten,sesuai
Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten Nomor: 156/19/
V1l/96.

2. Bahwa anak Para Pemohon ( SUGIMAN dan SUCIATI )bernama NURI

WIYARTI pada mulanya terlahir sebagai anak perempuan sesuai dengan
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Akta Kelahiran Nomor 46415/TP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 27
Desember 2011;

3. Bahwa ternyata setelah usia 18 tahun anak Para Pemohon dimaksud berganti
jenis kelamin menjadi laki-laki sesaui dengan hasil ANALISA SEMEN dari
KLINIK FERTILITAS “ SEKAR MOEWARDI “ dan Surat Keterangan Hasil
Pemeriksaan dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MOEWARDI yang
dikeluarkan oleh a.n.Direktur RSUD Dr.MOEWARDI PROVINS| JAWA
TENGAH Plh.  Wakil Direktur ~ Pelayanan (Dr.dr.SUHARTO
WIJANARKO,Sp.U) yang menerangkan bahwa NURI WIYARTI berjenis

kelamin laki-laki;

4. Bahwa Para Pemohon bertujuan untuk ganti jenis kelamin anak yang bernama
NURI WIYARTI jenis kelamin perempuan pada Akta Kelahiran Nomor
46415/TP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 27 Desember 2011 menjadi

NURI WIYARTI jenis kelamin laki-laki;
5. Bahwa untuk keperluan tersebut di perlukan adanya penetapan dari

Pengadilan ;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Negeri Boyolali betkenan menerima dan memeriksa permohonan

ini selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para

Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon ( SUGIMAN dan
SUCIATI) Untuk ganti jenis kelamin anak yang bernama NURI
WIYARTI jenis kelamin perempuan pada Akta Kelahiran Nomor
46415/TP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten  Boyolali

tertanggal 27 Desember 2011 menjadi NURI WIYARTI jenis

kelamin laki-laki;

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan sipil Kabupaten Boyolali untuk mencatat Perubahan
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Jenis Kelamin dari NURIWIYARTI Jenis Kelamin Perempuan
menjadi NURI WIYARTI Jenis Kelamin Laki - laki pada Akta

Kelahiran dan Regestir yang sedang berjalan untuk itu;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada

PEMONON:rs—zderrmcteraonnanzzanns

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para

Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon

menyatakan tidak terdapat perubahan pada permohonannya;-

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon

di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:--
1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUGIMAN,
NIK:330911120870900 (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya serta

bermaterai cukup,diberi tanda bukti P-1;

2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUCIATI, NIK:
3309114906770002 (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya serta

bermaterai cukup dan dicap pos,diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:156/19/VI1/96, atas nama
Sugiman dan Suciati tanggal 06 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Wonosari

Kabupaten Klaten, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan

dicap pos,diberi tanda bukti
P-3;

4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga No.3309113003090033, tanggal. 29
Oktober 2015 dengan Kepala Keluarga atas nama Sugiman, telah dicocokkan
dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos,diberi tanda bukti------- P-4;

5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor :3309-LT-30102015-0004
tanggal 2 Nopember 2015 atas nama NURI WIYART], jenis kelamin perempuan
anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, telah dicocokkan dengan aslinya serta

bermaterai cukup dan dicap pos,diberi tanda bukti P-5;

6. 1 (satu) lembar Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kromosom atas nama NURI
WIYARTI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Konsultan Genetika dr
Suryono Yudha Patria, Phd, SpA. Tanggal 16 Juni 2014, dokter pada

Disclaimer

Agung Republi fndonesia berusaha urtuk selsiu mencaniumkan informasi palng Kinidan skurat sebagal bent A il artabitt

Dalam hal Anda menerukan nakuras informasi yang tetmuat pad situs inl atau Informasi yang seharusny ads, namun , mala harap segera hub hikamah Agung Ri melalii

Emait: kepanteraan@rmaikamahagung.go.id

Teb: 021-384 3048 (ext.318) Halaman 3

XVII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Sitogenetika Klinik Infertilitas Program Permata Hati FK-UGM/
RSUP DR.SARDJITO Yogyakarta, dengan lampiran-lampiran Surat Laporan Hasil
pemeriksaan Radiologi-Radiodiagnostik tanggal 25 Agustus 2015 yang
ditandatangani oleh Sulistyani, K,dr, sp.Rad, Msc, ANALISA SEMEN tanggal 05
Juli 2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr Moewardi Surakarta Klinik Fertilitas

Sekar Moewardi, at Laporan Hasil pemeti

tangaal 8 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Amelia Tjandra,
dr.,.SpRad.,Mkes., telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan

dicap pos,diberi tanda bukti
P-6;

7. 1(satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan medis
No:441/14173 an.NURI WIYARTI teranggal 2 Oktober 2015 yang dikeluarkan dan
ditandangani oleh Dr.dr.Suharto Wijanarko, Sp.U an.Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Dr.Moewardi Surakarta, berikut lampiran: Surat Keterangan dari Tim
Penyesuaian Kelamin RSUD Dr.Moewardi tertanggal 2 Oktober 2015 yang
ditandatangani Ketua Penyesuaian Kelamin RSUD Dr.Moewardi
Prof.Dr.dr.KRMT.Tedjo Danudjo Oepomo, Sp.OG (K), telah dicocokkan dengan
aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos,diberi tanda bukti------------------- P-7;

8. 1 (satu) lembar Fotokopi ljazah Sekolah Menengah Pertama Nurul Islam
Ngemplak an. NURI WIYARTI tanggal 1 Juni 2013, telah dicocokkan dengan
aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos,diberi tanda bukti------------------- P-8;

9. 1 (satu) lembar Fotokopi ljazah Sekolah Dasar Negeri | Giriroto Kecamatan
Ngemplak, an. NURI WIYART! tanggal 12 Juni 2010, telah dicocokkan dengan

aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos,diberi tanda bukti------------------- P-9;

10.1(satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak
Pertiwi, an. NURI WIYART! tanggal 28 Juni 2003, telah dicocokkan dengan
aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos,diberi tanda bukti---==------------ P-10;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping

mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di

persidangan sebagai e kUt --==--mmmmm e
1. Saksi ke-1, SUDARMIN HADI SUPRAPTO, yang telah disumpah pada
pokoknya sebagai BeHkUL - ir---mmemmmm e e

¢ Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahiamah Agung Repubik indonesia berusaha urtuk selsiu mencanturmian informasi paling kini dan akurat setagai Agung it peradion. )

Dalam hal Anda kan inakurasi pada situs in atau seharusnya ads, namun belum tersedia, maka harap segera huburgi Kepaniteraan Mahkarmah Agung RI meialli
Emall: kepanteraan@mankamshagurg. god

Tep: 021-364 3345 (ex1.318) Halaman 4

XVIII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

« Bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah Sugiman dan Suciati ( suami
istri) yang perkawinannya dilangsungkan di Klaten tapi tanggalnya lupa dan
dari perkawinan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak ke-1
NURI WIYARTI, sedangkan anak ke- 2 dan ke -3 saksi lupa;

e Bahwa saksi selaku Ketua RT 005/ Rw 004 di Ds.Giriroto Kec.Ngemplak,
Kab.Boyolali dan saksi pernah melihat Kartu Keluarga masyarakat di rumah
saksi;

e Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan
Negeri Boyolali tentang permohonan ganti kelamin anak Para Pemohon (NURI
WIYARTI) dari perempuan menjadi laki-laki ;

¢ Bahwa NURI WIYARTI waktu dilahirkan adalah berjenis kelamin perempuan

e Bahwa NURI WIYARTI lahir di Boyolali tapi umur dan tanggalnya lupa dan
sekarang sudah kelas |1l SMK ;

¢ Bahwa setahu saksi pada NURI WIYARTI terdapat kelamin laki-laki/ penis
agak kecil, tetapi sekarang tidak tahu;

e Bahwa waktu bermain di rumah, saksi mengetahui dari Pemohon melihat 2
(dua) kelamin: ada penis agak kecil dan seperti vagina;

¢ Bahwa cara berpakaian sejak kecil NURI WIYARTI memakai baju perempuan;

e Bahwa cara bicara NURI WIYARTI seperti laki —laki ;

e Bahwa NURI WIYARTI waktu sekolah SD, SMP, SMK memakai rok
perempuan, saat kelas Il SMK memakai rok dan jilbab, baru saat kelas Ill
NURI WIYARTI mulai memakai pakaian laki-laki di SMK ;---------=---nnnnnnmnnnnn

e Bahwa setahu saksi pada NURI WIYART | tidak tumbuh payudara ;--------------

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkannya;
2. Saksi SUWANDI, yang telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:------- -------

e Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon (Sugiman dengan Suciati)
pasangan suami istri tapi saksi tidak tahu kapan menikahnya dan dari
perkawinannya Para pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu NURI
WIYARTI, Niken dan Novi ;

« Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke
Pengadilan Negeri Boyolali mengenai permohonan pergantian jenis kelamin

anak Pemohon (NURI WIYARTI) dari perempuan menjadilaki-laki ;

Disclaimer

Agung Republi fndonesia berusaha urtuk selsiu mencaniumkan informasi palng Kinidan skurat sebagal bent A il artabitt

Dalam hal Anda menerukan nakuras informasi yang tetmuat pad situs inl atau Informasi yang seharusny ads, namun , mala harap segera hub hikamah Agung Ri melalii

Emait: kepanteraan@rmaikamahagung.go.id

Teb: 021-384 3048 (ext.318) Halaman 5

XIX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

e Bahwa anak Para Pemohon (NURI WIYARTI) lahir di Boyolali tapi tanggalnya
lupa umurnya 18 tahun dan sekolah SMK di Solo kelas III;

e Bahwa setahu saksi, dalam pergaulannya NURI WIYARTI (anak para
Pemohon) biasa-biasa sama laki-laki dan perempuan ;

e Bahwa perubahan fisik dari NURI WIYARTI sekarang lebih kelihatan seperti
laki-laki yaitu dari suara sepertilaki-laki dan perawakan juga laki-laki ;

e Bahwa Saksi tidak melihat secara detail ada jakun atau tidak tapi pada NURI
WIYARTI secara fisik seperti laki-laki dan tidak tumbuh payudara;

e Bahwa perubahan pada NURI WIYARTI sudah seperti laki-laki, kalau dahulu
pakai rok tidak pantas, kalau pakai pakaian laki-laki lebih baik ;

e Bahwa saksi mengetahui dari orang tua NURI WIYARTI yang pernah bercerita
ada seperti lubang kencing vagina dan ada juga penis tetapi kecil;

e Bahwa setahu saksi, operasi terhadap NURI WIYARTI rencananya di RSUD
Dr.Moewardi Solo untuk menutup atau menyempurnakan salah satu kelamin;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan membenarkannya;—-----
3. Saksi WARYANTO, yang disumpah pada pokoknya sebagai berikut:----------- -----

e Bahwa Saksikenal dengan pemohon karena bertetangga berjarak lima rumah;

e Bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah Sugiman dan Suciati (Para
Pemohon) keduanya suami istri yang perkawinannya tanggalnya lupa dan dari
perkawinan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu NURI WIYARTI
, NIKEN dan NOVI ;

¢ Bahwa Saksi kenal dengan NURI WIYARTI lahir di Boyolali tanggal, bulan dan
tahunnya lupa, umurnya 18 Tahun dan sekolahnya di SMK ;

e Bahwa jenis kelamin NURI WIYARTI pada waktu lahir adalah perempuan ;

e Bahwa sejak sekolah di TK sampai SMA, NUR|I WIYARTI masih terdaftar
sebagai perempuan dan sejak TK, SD, SMP, SMA cara berpakaiannya seperti
perempuan ;

e Bahwa setahu saksi pergaulannya NURI WIYARTI waktu kecil seperti wanita
tetapi semakin dewasa seperti laki-laki, waktu SMP lebih seperti laki-laki ;

e Bahwa cara berpakaian NURI WIYARTI sekarang memakai celana panjang,
kalau di rumah sering memakai celana pendek seperti laki-laki ;

e Bahwa setahu saksi, secara fisik sejak SMP payudara pada NURI WIYARTI

tidak tumbuh, suaranya membesar dan tumbuh jakun seperti laki-laki ;
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e Bahwa secara fisik tubuh NURI WIYARTI lebih seperti ke laki-laki daripada
perempuan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan membenarkannya;----

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan AHLI dr. ANNANG GIRI
MOELYO, Sp.A (K), Mkes, yang telah disumpah selaku Ahli pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

e Bahwa ahli lulusan S-1 Kedokteran Universitas Indonesia dan setelah
mengambil Spesialis Anak sejak tahun 2008 Ahli bekerja sebagai Dokter
Spesialis Anak di RSUD Moewardi Surakarta;

e Bahwa Ahli ditugaskan selaku ahli berdasarkan Surat Tugas dari Tim
Penyesuaian Kelamin dari RSUD Dr.Moewardi Surakarta;

e Bahwa Ahli adalah anggota Tim Penyesuaian Kelamin dari RSUD
Dr.Moewardi Surakarta dengan Ketuanya Prof. Dr.dr.KRMT, Tedjo Danudjo
Oepomo,SpOG (K);

e Bahwa Tim Penyesuaian Kelamin RSUD Dr.Moewardi Surakarta dibentuk
tahun 2012 dan dasar adalah dari SK RSUD Dr.Moewardi Surakarta dengan
anggota ahli-ahli seperti Psikiater, Psikolog, Dokter spesialis Bedah, spesialis
Anak, Ahli Penyakit Dalam, Ahli Ginecology, dsb;

e Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak para Pemohon (NURI
WIYARTI) umurnya £+ 18 Tahun dan masih sekolah ;

¢ Bahwa pada tahun 2014 datang Para pemohon memeriksakan anaknya NURI
WIYART| ke RSUD DR Moewardi Surakarta;

e Bahwa 1 (satu) tahun lebih dilakukan proses pemeriksaan ;

¢ Bahwa setahu ahli ada kelainan pada kemaluan anak Para Pemohon ;

e Bahwa proses pemeriksaan kromosom dilakukan 2 (dua) bulan dan
kesimpulan dari bukti P-6 hasil pemeriksaan kromosom terhadap NURI
WIYARTI adalahKariotipe:46 XY dengan Kesimpulan:Genotipe laki-lakj ;

e Bahwa ada psikiater dan psikolog yang mendampingi dan melakukan
konseling diantaranya terkait orientasi seksual dari NURI WIYARTI yang lebih
tertarik pada perempuan sehingga rekomendasi dari konseling terhadap yang
bersangkutan (NURI WIYARTI) sesuai dengan hormon kejiwaan laki-laki;

e Bahwa waktu pemeriksaan terhadap NURI WIYARTI (anak Para Pemohon)
diketahui ada alat kelamin berupa penis kecil dan terdapat kelainan terdapat

lubang kecil penis tidak ditempatnya yaitu lubang kencing kecil agak dibawah
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e Bahwa waktu pemeriksaan pada NURI WIYARTI tidak terdapat vagina ;

¢ Bahwa tahapan medis selanjutnya dilakukan terapi mau menjelang operasi ;

e Bahwa pada NURI WIYARTI tidak tumbuh payudara dan ditemukan adanya
kelainan pada NURI WIYARTI yaitu penis/ alat kelamin ada tapi pendek,
sedangkan lubang kecil dibawah penis bukan pada tempatnya ;

e Bahwa menurut ahli terhadap kondisi pasien NURI WIYARTI perlu dilakukan
operasi untuk membetulkan posisi lubang kencing ;

e Bahwa dari sisi medis setelah melalui tahapan-tahapan medis maka
penyesuaian kelamin diperbolehkan ;

e Bahwa untuk kasus atas nama pasien NURI WIYARTI adalah penyesuaian
kelamin dan bukan perubahan atau pergantian kelamin;

e Bahwa penyesuaian kelamin tidak bertentangan dengan kode etik kedokteran;

e Bahwa menurut ahli untuk pergantian kelamin (transgender) belum
diperkenankan ;

e Bahwa untuk perempuan sejak dilahirkan terdapat rahim, sedangkan pada
pasien ini (NURI WIYART]I) tidak diketemukan adanya rahim ;

e Bahwa terhadap NURI WIYARTI belum dilakukan operasi, karena terkait
masalah biaya;

e Bahwa menurut ahli mengenai Analisa Semen untuk menentukan fungsi
vertilisasi atau kesuburan ;

e Bahwa Ahli membenarkan bukti surat P-7 yang dikeluarkan oleh Tim
Penyesuaian Kelamin dari RSUD Dr.Moewardi Surakarta dan sudah sesuai
standar medis dan standar ID| serta Etik Kedokteran ;

e Bahwa hasil kesimpulan Tim Penyesuaian Kelamin dari RSUD Dr.Moewardi
Surakarta terhadap NURI WIYARTI adalah berjenis kelamin laki —laki;

Menimbang bahwa anak kandung dari Para Pemohon yaitu NURI WIYARTI
pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:----------------r==-----see -
¢ Bahwa saksi lahir di Boyolali pada tanggal 10 Juni 1997 dengan jenis kelamin
perempuan;

e Bahwa nama orang tua saksi adalah Sugiman dan Suciati ;

e Bahwa adik saksi ada 2 (dua) yaitu 1.Refi Novita Sari 2. Niken Widiarti ;

+ Bahwa saksi mulai merasa berbeda ketika di kelas VI SD suaranya semakin
membesar, kalau kencing sama-sama dengan perempuan ada perbedaan

kelamin saksi dengan sesama temen cewek ;
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keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Bahwa waktu itu tidak disampaikan saksi ke orang tua, tetapi disampaikan
SMK kelas | karena menunggu biaya ;

Bahwa saksi lalu diperiksakan oleh orang tua ke Rumah Sakit umum Daerah
Dr.Moewardi dan oleh ketua Tim penyesuaian kelamin Prof.Dr.dr.KRMT,
Tedjo Danudjo Oepomo,SpOG (K) setelah dilakukan pemeriksaan melalui
beberapa tahap diketahui saksi berjenis kelamin laki-laki;

Bahwa saksi sejak umur 3 (tiga) tahun sampai SMK kelas Il memakai baju
perempuan ;

Bahwa sebelum didampingi psikiater saksi memakai rok ;

Bahwa saksi mulai mememakai baju anak laki-laki sejak kelas Il SMK;

Bahwa saksi merasakan ada perubahan tubuh saksi yaitu tidak tumbuh
payudara dan tidak menstruasi;

Bahwa orientasi seksual saksi lebih suka atau tertarik secara sexual dengan
perempuan sedangkan kalau melihat laki-laki biasa saja ;

Bahwa saksi tidak keberatan dengan pengajuan permohonan ganti kelamin
yang diajukan oleh orang tua saksi (Para Pemohon) ;

Bahwa keluarga besar saksi setuju semua dengan permohonan ini ;

Menimbang bahwa di persidangan Para Pemohon telah memberikan

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pergantian
kelamin atas nama NURI WIYARTI;

Bahwa Para Pemohon (Sugiman dan Suciatij telah melangsungkan
perkawinan di Wonosari, Kabupaten Klaten pada tanggal 06 Juli 1996 dan
selama perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu
1.NURI WIYARTI, 2.Refi Novitasari, 3.Niken Widiarti;

Bahwa anak saksi yang bernama NURI WIYARTI lahir di Boyolali pada
tanggal 10 Juni 1997 berjenis kelamin perempuan ;

Bahwa NURI WIYARTI dilahitkan di bidan dan waktu persalinan dari bidan
disampaikan kalau jenis kelaminnya perempuan tapi ada kelainan;

Bahwa setahu Para Pemohon pada NURI WIYART! tidak ada vagina, tetapi
ada lubang kecil;

Bahwa seingat Pemohon ketika semakin dewasa ada keluhan sedangkan
sejak TK, SD, SMP, SMK  kelas Il NURI WIYARTI diam saja ;

Agung Repubii inconesia berusaha urtuk selsiu mencanturmkan informasi paling kini dan airat sebagal bent: A i ke
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e Bahwa semakin dewasa pada NURI WIYARTI terdapat perubahan yaitu
kelihatan perawakannya cowok, dilihat dari badannya, suaranya besar,
semakin dewasa tidak datang bulan/ tidak menstruasi;

e Bahwa Nuri Wiyarti lalu diperiksakan oleh orang tua ke Rumah Sakit umum
Daerah Dr.Moewardi dan oleh ketua Tim penyesuaian kelamin
Prof.Dr.drKRMT, Tedjo Danudjo QOepomo,SpOG (K) setelah dilakukan
pemeriksaan melalui beberapa tahapan didapat hasil kesimpulan Nuri Wiyarti
berjenis kelamin laki-laki;

e Bahwa pada NURI WIYARTI tidak tumbuh payudara dan ditemukan adanya
kelainan pada NURI WIYARTI yaitu penis/ alat kelamin ada tapi pendek,
sedangkan lubang kecil dibawah penis bukan pada tempatnya ;

e Bahwa terhadap NURI WIYARTI perlu dilakukan operasi untuk membetulkan
penis dan posisi lubang kencing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan

mengajukan alat bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon penetapan;----
Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka semua yang
termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub

seluruhnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;--- ------

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat-
surat bukti (P-1 s/d P-10) yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang
berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Nuri

Wiyarti (anak Para Pemohon) serta keterangan Para Pemohon, maka diperoleh fakta

hukum sebagai belfikutiz=ssa---stbs e
1. Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 vyang

berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui

Para  Pemohon (Sugiman dan  Suciati) telah

melangsungkan perkawinan di Wonosari, Kabupaten

Klaten pada tanggal 06 Juli 1996 dan selama

perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
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kandung vaitu 1.NURI WIYARTI, 2Refi Novitasari,
3.Niken Widiarti dan Para Pemohon dan anak-anaknya
beralamat tempat tinggal di Borongan Rt, 005/004,
Ds.Giriroto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten
Boyolali;-------------------

2. Bahwa berdasarkan bukti P-4,P-5, P-8, P-@ dan P-10
serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Para
Pemohon, diketahui NURI WIYARTI (anak kesatu Para
Pemohon), lahir di Boyolali tanggal 10 Juni 1997 berjenis
kelamin perempuan dan waktu persalinan dari bidan
disampaikan kalau jenis kelaminnya perempuan tapi ada

kelainan;

3. Bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7, dan keterangan
saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan anak Para
Pemohon dan keterangan Para Pemohon diketahui NURI
WIYARTI (anak kesatu Para Pemohon) pernah dilakukan
pemeriksaan oleh Tim Penyesuaian Kelamin Rumah sakit
Umum Daerah DR Moewardi

Surakarta;

4. Bahwa berdasarkan bukti P-6 Fotokopi  Hasil
Pemeriksaan Kromosom atas nama NURI WIYARTI yang
dikeluarkan dan ditandatangani oleh Konsultan Genetika
dr Suryono Yudha Patria, Phd, SpA. Tanggal 16 Juni
2014, dokter pada Laboratorium Sitogenetika Klinik
Infertilitas  Program Permata  Hati FK-UGM/RSUP
DR.SARDJITO Yogyakarta diketahui  berkesesuaian
dengan keterangan Ahli yaitu pada hasil pemeriksaan
Kariotipe:46 XY  dengan  Kesimpulan:Genotipe  lakj-
laki;

5. Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang berkesesuaian
bukti Surat Laporan Hasil pemeriksaan Radiologi-
Radiodiagnostik tanggal 25 Agustus 2015 an. NURI
WIYARTI yang ditandatangani oleh Sulistyani, K.dr,
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sp.Rad, Msc yaitu klinis Ambigous

genitalia;
6. Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang berkesesuaian
bukti surat ANALISA SEMEN tanggal 05 Juli 2014 an.
NURI WIYART! yang dikeluarkan oleh RSUD Dr
Moewardi Surakarta Klinik Fertilitas Sekar Moewardi
dengan hasil kesimpulan:

AZOOSPERMIA;

7. Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang berkesesuaian
dengan Surat Laporan Hasil pemeriksaan Radiologi-
Radiodiagnostik tanggal 8 Desember 2015 an. NURI
WIYARTI yang ditandatangani oleh Amelia Tjandra,
dr.,Sp.Rad.,Mkes. yaitu klinis :Ambigous genitalia dengan
genotipe laki-laki.----
USG Scrotum:

-Testis kanan ukuran 3,202x1,56x1,89 cm terletak didalam scrotum,

echoparenkim normal homogen, massa solid/kistik;

-Testis kiri 3,19 x1,6x1,89 cm terletak di daerah inguinal kiri,

Kesimpulan:

Undescensus testiculorum kiri, testis kiri terletak pada daerah inguinal kiri

8. Bahwa berdasarkan bukti P-7 Surat Keterangan Hasil
Pemeriksaan atas nama NURI WIYARTI yang dikeluarkan
Tim Penyesuaian Kelamin dari RSUD Dr.Moewardi
Surakarta yang ditandatangani Ketuanya  Prof.
Dr.dr.KRMT, Tedjo Danudjo Oepomo,SpOG (K) dengan
hasil kesimpulan: NURI WIYARTI berjenis kelamin laki-

laki;
Disciaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repubik indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paiing kini dan akurat sebagai Agung 3 réabiite | peraciign.
Dalam hal Andia kan inakurasi pada situs ini atau seharusnya ada, namun belum tersediia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri melalui
Email: kepanteraan@mahkamahagung. go.Jd
Tep: 021-384 3048 (ext318) Halaman 12

XXVI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah melalui tahapan konseling oleh psikater
atau psikolog diketahui orientasi seksual NURI WIYARTI
yang lebih suka atau tertarik secara sexual dengan

perempuan sedangkan kalau melihat laki-laki biasa

10.Bahwa waktu pemeriksaan terhadap NURI WIYARTI
(anak Para Pemohon) diketahui ada alat kelamin berupa
penis kecil dan terdapat kelainan terdapat lubang kecil
penis tidak ditempatnya yaitu lubang kencing kecil agak
dibawah ;

11.Bahwa waktu pemeriksaan medis pada NURI WIYARTI
tidak terdapat vagina dan tidak terdapat kantung
rahim ;

12.Bahwa waktu pemeriksaan medis pada NURI WIYARTI

terdapat testis ( buah dzakar) yaitu satu didalam scrotum

sedangkan testis ( buah dzakar) satu lagi diluar

scrotum;

13.Bahwa pada NURI  WIYARTI tidak tumbuh

payudara;

14.Bahwa pada NURI WIYARTI tidak mengalami
Menstruasi;--------------------=--=----
15.Bahwa menurut ahli terhadap kondisi pasien NURI
WIYARTI perlu dilakukan operasi untuk membetulkan alat
kelamin/ penisnya serta posisi lubang kencing
Dimana hal ini bersifat perbaikan atau penyempurnaan dan

bukan penggantian jenis kelamin, maka pada umumnya secara medis itu masih

bisa dilakukan atau dibolehkan.
16.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang menerangkan
seseorang
untuk dapat dilakukan operasi penyesuaian atau
penyempurnaan kelamin sesuai standar IDI harus
didahului oleh tahapan observasi oleh Tim Penyesuaian

kelamin RSUD Dr Moewardi yang meliputi tes psikologi,
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tes hormonal, tes kepribadian, tes kesehatan
yang dilakukan oleh ahli-ahli seperti Psikiater, Psikolog,
dokter spesialis Bedah, Penyakit Dalam, Genetikal, dan
Ginecology, sehingga terhadap seorang dapat melakukan
operasi penyesuaian kelamin maka dapat dipastikan
bahwa orang tersebut telah melampau proses tersebut
dan dikatakan layak melakukan operasi penyesuaian
kelamin;---------

17.Bahwa berdasarkan lampiran bukti P-6 dan P-7 dan
keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon
diketahui tidak ada pihak-pihak yang keberatan terkait
permohonan yang diajukan Para Pemohon dan Nuri
Wiyarti juga mendukung serta menyetujui permohonan
yang diajukan ke Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa dalil permohonan aquo terkait permohonan pergantian
kelamin atas nama NURI WIYARTI (anak Para Pemohon) dari berjenis kelamin
perempuan menjadi berjenis kelamin laki-laki sebagaimana di maksud bukti P-5;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Pemohon pada angka 1
diatas Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dasar hukum wewenang
Pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan jenis kelamin tersebut ;-------

Menimbang, bahwa terhadap permohonan aquo bila dikaitkan dengan Pasal
77 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan “Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau
mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan tanpa adanya
keputusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum, dan bila
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5ayat (1) Undang-Undang Rl Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim
konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa

keadilan yang hidup dalam

masyarakat’.

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan status hukum dari seorang
perempuan menjadi laki-laki belum ada pengaturannya secara jelas dan khusus
dalam hukum, dimana perubahan jenis kelamin seseorang menurut hukum adalah

suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Repubik indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paiing kini dan akurat sebagai Agung 3 réabiite | peraciign.
Dalam hal Andia kan inakurasi pada situs ini atau seharusnya ada, namun belum tersediia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri melalui

Email: kepanteraan@mahkamahagung. go.Jd

Tep: 021-384 3048 (ext318) Halaman 14

XXV



Disclaimer

A

A

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, hamun mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
semakin pesat khususnya dalam bidang ilmu kedokteran, ilmu kejiwaan/ psikologi
serta peradaban manusia yang semakin maju, maka dalam merespon hal tersebut
Pengadilan berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna “menemukan hukum-hukum’nya
sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepatutan serta betul-
betul didukung oleh alasan dan kepentingan hukum yang kuat”.Dan dalam kondisi
sepetti ini Hakim terikat dengan suatu ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Pengadilan tidak
boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang
digjukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib

untuk memeriksa dan mengadilinya”, sehingga dengan demikian secara formil

permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang bahwa incasu terhadap perubahan jenis kelamin seseorang tidak
kalah pentingnya dari pada perubahan nama seseorang oleh karena perubahan
tersebut, baik perubahan nama maupun perubahan jenis kelamin seseorang
mempunyai akibat hukum kedepannya misalnya terkait hukum waris dan perubahan
identitas data kependudukan dan data lainnya atas nama anak para pemohon
sebagai dampak dari perubahan kelamin yang terjadi pada diri anak para pemohon;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 yang didukung oleh
keterangan ahli dokter ANNANG GIRI MOELYO, SpA(K), M.Kes. diketahui bahwa
secara medis diketahui dari hasil pemeriksaan kromosom NURI WITYARTI pada
bagian kesimpulan bukti P-6 diketahui lebih dominan laki-laki, karena memiliki
kromosom 46 XY dan dari keterangan Ahli maupun hasil pemeriksaan dokter ahli
yang tergabung dalam Tim Penyesuaian Kelamin RSUD Moewardi Surakarta
diketahui NURI WIYARTI ada memiliki penis kecil tapi lubang kencingnya tidak pada
tempatnya, dimana lubang kencing kecil agak dibawah sedangkan buah dzakar (telur
kemaluan) satu dibawah penis sedangkan satu tidak pada tempatnya agak
menyamping dari penis NURI WIYART!| sedangkan mengenai vagina, rahim pada
anak Para pemohon tidak ada, sehingga secara medis tahapan selanjutnya perlu
dilakukan operasi untuk membetulkan posisi lubang kencing pada alat kelamin Nuri
Wiyarti dan menurut keterangan dokter ahli merupakan operasi penyesuaian kelamin
dan bukan operasi pergantian kelamin dan secara medis dapat dibenarkan dan tidak

bertentangan dengan Sumpah dan Etika Kedokteran;

bk incionesia berusaha urtuk sefaiu mencantumian informasi paiing Kini dan akurat sebagai bent A i ke
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Menimbang, bahwa bukti P.6, P-7 yang berkesesuaian dengan keterangan
Ahli, anak Para Pemohon serta keterangan Para pemohon bahwa NURI WIYARTI
telah melalui serangkaian tahapan pemeriksaan oleh Tim Penyesuaian Kelamin
RSUD Moewardi Surakarta yang terdiri dari Psikiater, Psikolog, Ahli Bedah, Ahli
Penyakit Dalam, Ahli Obstery dan Ginecology yang diketuai oleh Prof. Dr.dr.KRMT
Tedjo Danudjo Oepomo, Sp.OG(K) diketahui NURI WIYARTI tidak memiliki vagina,

tidak memiliki kantung rahim, dan pada anak tersebut tidak ada kelenjar susu pada
dada sehingga pada NURI WIYARTI tidak akan tumbuh payudara dan pada NURI

WIYART! terdapat kromosom XY mencapai 46, memiliki penis kecil tapi lubang

kencingnya tidak pada tempatnva serta terdapat buah dzakar (telur
kemaluan) satu didalam scrotum dibawah penis sedangkan satu buah
dzakar lain tidak pada tempatnya serta NURI WIYART| tidak menstruasi
sehingga dari keseluruhan hasil tes atau tahapan pemeriksaan tersebut disimpulkan

oleh Tim Medis Penyesuaian Kelamin dari RSUD Dr. Moewardi terhadap anak Para
pemohon (NURI WIYARTI) diketahui mempunyai genotip  lakj-

lakd;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi SUDARMIN HADI
SUPRAPTO, saksi SUWANDI, saksi WARYANTO, Para Pemohon serta adanya
penampilan dan perilaku anak para pemohon (NURI WIYARTI) selama proses
persidangan sepanjang pengamatan Hakim diketahui NURI WIYARTI berperilaku

dan berpenampilan sebagaimana layaknya laki-laki dan berdasarkan pemeriksaan
dokter sebagai mana BUKTI| P-6 dan P-7 pada NURI WIYARTI tidak pula ditemukan

tanda-tanda perempuan seperti tidak adanya kantung rahim, tidak tumbuh

payudara,serta tidak ada proses menstruasi pada diri anak para Pemohon sehingga
berdasarkan hal-hal tersebut penentuan identitas gender terhadap anak tersebut
selain berdasar pada prognosa dari kondisi biologisnya sekaligus juga dalam
kerangka untuk meningkatkan kwalitas kesehatan serta untuk menjamin kedudukan/
status anak tersebut di kelak kemudian hari melalui tahapan atau serangkaian proses
yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan Etik Kedokteran yang panjang
serta proses filterisasi yang jelas dan ketat dari Tim Medis (incasu Tim Penyesuaian
Kelamin RSUD Moewardi Surakarta ) yang beketja di bawah sumpah jawaban dan
standar |katan Dokter Indonesia (IDI};------------==-----=----

Menimbang, bahwa Hakim juga petlu mempertimbangkan permasalahan
pergantian dan penyempurnaan kelamin tersebut mengacu kepada Musyawarah

Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia yang memandang perlu menetapkan fatwa
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tentang perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin agar menjadi pedoman
masyarakat muslim di Indonesia. (KH., Ma’ruf Amin dkk, Himpunan Fatwa Majelis
Ulama Indonesia Sejak 1975, Jakarta: Gapprint, 2011, hlm. 567)-------------------=-----
Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan terhadap fatwa MUI
mengeluarkan fatwa Nomor O03/MUNAS-VII/2010 berisi ketetapan khususnya
mengenai penyesuaian atau penyempurnaan kelamin yaitu (KH., Ma’ruf Amin dkk,
Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, Jakarta: Gapprint, 2011, him.
571):

1) Penyempurnaan alat kelamin bagi seorang khuntsa yang yang fungsi alat

kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi

penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.

2) Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud

pada point 1 hukumnya boleh.

&)

Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud

pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya

pertimbangan psikis semata.

4) Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi alat kelamin
sebagaimana dimaksud pada poin 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi
hukum syar’l terkait dengan penyempurnaan tersebut.----------------------------

5) Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi
penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 adalah
sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum
memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.----------
Menimbang, bahwa terkait dengan penyesuaian kelamin dari sisi agama jika

operasi kelamin yang dilakukan bersifat perbaikan atau penyempurnaan dan

bukan penggantian jenis kelamin, maka pada umumnya itu masih bisa dilakukan
atau dibolehkan.Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi
untuk mengeluarkan air seni dan/atau sperma, maka operasi untuk memperbaiki
atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin
yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus

diobati;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim juga
mempertimbangkan dari sisi hukum agama, yang telah menjelaskan bahwa

melakukan pergantian kelamin atas dasar nafsu adalah diharamkan, namun bila
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dilakukan karena medis hal tersebut diperbolehkan, karena incasu ada memiliki penis
kecil tapi lubang kencingnya tidak pada tempatnya, dimana lubang kencing kecil agak
dibawah, sedangkan buah dzakar (telur kemaluan laki-laki) satu dibawah penis
sedangkan satu tidak pada tempatnya atau agak menyamping dari penis NURI
WIYART! sedangkan mengenai vagina tidak ada, sehingga secara medis tahapan

selanjutnya peru dilakukan operasi untuk membetulkan posisi lubang kencing pada

alat kelamin Nuri Wiyarti;

Menimbang, bahwa mengenai status jenis kelamin dalam hukum Islam sangat
berpengaruh dalam hak warisan. Dengan adanya pergantian kelamin yang dilakukan
oleh seseorang, maka secara langsung akan mempengaruhi kedudukannya dalam
pembagian harta warisan, terutama jika orang yang bersangkutan adalah seorang
muslim. Dengan bergantinya jenis kelamin seseorang dari perempuan menjadi laki-
laki ataupun sebaliknya maka kedudukan dan haknya sebagai penerima waris juga
akan berganti.Dalam hal ini, kejelasan mengenai jenis kelamin seseorang sangat
diperlukan. /ncasu terhadap anak pemohon terdapat kelainan pada alat kelamin,
maka agar tidak terjadi kekeliruan sebagaimana ditegaskan oleh bukti surat P-6 dan
P-7 serta dari rekomendasi maupun keterangan ahli maka perlu dilakukan tahapan
operasi untuk penyempurnaan kelamin sehingga dalam hal ini tujuannya adalah lebih
untuk menegaskan mengenai status yang sebenarnya dari anak Para Pemohon.------

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mempertimbangkan dari sisi psikologi
diketahui dari fisik, tingkah laku dan kesukaan Nuri Wiyarti, lebih cenderung kepada
pembawaan sifat laki-laki dimana dari tahapan pemeriksaan konseling secara
kejiwaan mengenai orientasi seksual pada NURI WIYARTI diketahui lebih condong
tertarik kepada wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, tiap penduduk berhak memperoleh dokumen

kependudukan yang berdasarkan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan meliputi data pribadi termasuk jenis kelamin sesuai
dengan keadaan tiap penduduk sehingga UU No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan membuka peluang dalam sejumlah pasal yang ada di
dalamnya yang mengatur mengenai cara melakukan perubahan data kependudukan

yang menjadi dasar keluarnya dokumen kependudukan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini dibuktikan kalau negara telah beberapa kali

melakukan pengakuan keberadaan orang seperti anak Para Pemohon melalui
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Penetapan Hakim diantaranya dari Pengadilan Negeri Cibinong Nomor :685/
Pdt.P/2012/PN.Cbn, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Negeri Semarang,
Pengadilan Negeri Yogyakarta dsb. Dimana tidak merupakan alasan bagi negara
untuk tidak mengakui hak warga negaranya yang dijamin oleh hukum tertinggi negara
ini yaitu UUD 45. Oleh karena itu, negara harus dapat memberikan keadilan pada
setiap individu warga negaranya termasuk pada anak Para pemohon.--

Menimbang, bahwa selain tersebut diatas Hakim perlu juga merujuk kepada
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 3
ayat (2) UU HAM menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan,

perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan
perlakuan yang sama di depan hukum’” serta Pasal 17 UU HAM yang betbunyi
“Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan
mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana,
perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan
tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang
obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan

benar.”

Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan di atas dihubungkan
dengan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi serta pendapat ahli maka Hakim
berpendapat bahwa NURI WIYARTI yang diajukan dalam permohonan Para
Pemohon adalah orang yang patut ditetapkan kedudukan serta status hukumnya,
demi kepentingan terbaik bagi anak para pemohon setelah terlebih dahulu melakukan
tahapan atau proses assessment (penilaian) panjang dengan melibatkan beberapa
dokter dan ahli kejiwaan oleh Tim Penyesuaian kelamin RSUD Dr Moewardi yang
meliputi tes psikologi, tes hormonal, tes kepribadian, tes kesehatan yang dilakukan
oleh ahli-ahli seperti Psikiater, Psikolog, dokter spesialis Bedah, Penyakit Dalam,
Genetikal, dan Ginecology sehingga permohonan yang diajukan pemohon tidak lain
dalam rangka merubah identitas formal jenis kelamin anak para pemohon agar terjadi
kesesusuaian antara jenis kelamin yang tercatat dalam administrasi kenegaraan
dengan jenis kelamin fisik pemohon maka patut untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim telah menjelaskan maksud dan

konsekuensi hukum dari perubahan kelamin anak Para Pemohon tersebut, hal mana
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nantinya perubahan nama anak Pemohon tersebut akan memiliki konsekuensi
hukum terhadap hal-hal yang terkait dengan identitas jenis kelamin anak Pemohon

(perempuan) sebelum diganti menjadi jenis kelamin anak Pemohon yang baru (laki-

laki) sebagaimana dalil permohonan a quo ;
Menimbang, bahwa atas penjelasan Hakim tersebut, Para Pemohon
menyatakan telah mengerti dan memahami segala konsekuensi hukum atas
perubahan atau penggantian jenis kelamin anak Para Pemohon sebagaimana dalam
dalil permohonan, dan Para Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya dan
akan menerima segala konsekuensi hukum berkaitan dengan penggantian jenis
kelamin anak Pemohon sebagaimana dalil permohonannya tersebut; ------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan
dalil-dalil permohonan-nya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah dalam
rangka merubah identitas formal jenis kelamin anak para pemohon agar terjadi
kesesusuaian antara jenis kelamin yang tercatat dalam administrasi kenegaraan
dengan jenis kelamin fisik pemohon setelah melalui tahapan atau serangkaian
proses pemeriksaan medis yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan
Etik Kedokteran serta telah proses filterisasi yang jelas dan ketat dari Tim Medis
(incasu Tim Penyesuaian Kelamin RSUD Moewardi Surakarta ) yang bekerja di
bawah sumpah jawaban dan standar lkatan Dokter Indonesia (ID1) yang tunduk pada
nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku, sisi psikologis serta dari sisi agama dan
didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak para pemohon maka permohonan
Para Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dapat dikabulkan j-------=---------------
Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk

kepentingan Para Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini

patut kiranya dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya

yang bersangkutan;
MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

2. Memberikan ijin kepada Para pemohon (SUGIMAN dan SUCIATI) untuk
mengganti jenis kelamin anak Para Pemohon yang bernama NUR WIYATI
lahir di Boyolali tanggal tanggal 10 Juni 1997 dari berjenis kelamin perempuan

menjadi berjenis kelamin laki-laki dengan segala hak dan kewajibannya
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sebagai laki-laki sebagaimana dimaksud dalam Akta Kelahiran Nomor 46415/
TP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 27 Desember 2011 ;------------------

. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Boyolali untuk mencatat perubahan jenis kelamin anak Para
pemohon yang bernama NURI WIYARTI yang betjenis kelamin perempuan
menjadi NURI WIYARTI berjenis kelamin laki-laki pada Akta Kelahiran dan

dalam Register yang sedang betjalan untuk itu;

. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah

Rp.176.000,- ( seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).-----------==----==----mme-mmemmx g
Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 30 Nopember 2015 oleh

ADITYO DANUR UTOMO, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, Penetapan
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim tersebut dengan didampingi SRI HANDAYANI, SH., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Boyolali serta dihadiri oleh Para Pemohon. -----------=-----mmemm -

Panitera Pengganti, Hakim,

SRI HANDAYANI, SH..

——

ADITYO DANUR UTOMO, SH.

Perincian Biaya:

Relas panggilan Rp. 85.000,-
materai Penetapan-------=------------seecen Rp. 6.000,-
redaksi Penetapan------------==----nnmmeeeeunen Rp. 5.000,-
Beaya pro: Rp. 50.000,-
Hak-hak Kepaniteraan-------------------------- Rp. 30.000,-
JUMLAH - Rp.176.000,-
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CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama

Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Agama

Alamat asal

Alamat di Yogyakarta

Email

\{

: Jacqueline Leticia Latifa

: Pekalongan, 04 April 1998
: Perempuan

: Islam

: Simbang Kulon No. 31, Gang 3, Buaran,
Pekalongan

: Sapen GK 1/453, Demangan,
Gondokusuman, Yogyakarta

: jacquelineleticiaa@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2003 — 2009
2009 — 2012
2012 — 2015

: MIS Kertijayan
: MTs NU Banat Kudus
: MA Sunan Pandanaran Yogyakarta

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-

benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Jacqueline Leticia Latifa
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